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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR ¢ TAHUN 1991

TENTANG ¥
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

Meniobang : a.bahwa penmberian tanda pongharguan kepada orang-orang,
Lenbaga-lenbaga, Badan-badaon aotau Yayasan yang telah
berjasa besar dalan nasyarakat ndalah nerupoakan per-
nyataan penghargaon dari Pemerintah Daerch dongan -
naksud nemberi gcrungun yang kuat untuk nenelihara -
kebanggaan, kegembiraan serta kegiatan berinisiatif-

dan semangat kepahlawanan

b.bahwa tanda penghargaan S8o0bagainana tersebut pada hu
ruf a diatas, diberikan kepada orang=-orang/Lenbaga =
1unﬁﬁga}ﬂadun-bu&un/!nyusan-3nyusun yang dalan berka
gal kurun zaman, berbagai bidang kehidupan dan berba
gal bidang pengabdian, soperti ideologi, pnlitik,ekg
noni, sosial budaya, pertahanan keonanan, ilnu penge
tahuan dan pembangunan yang erat hubungannya dengon
kobanggaan dan keharuman nana Sumatera Selatan  khue
susnya dan Negara Republik Indonesia pada ununnya;

C.bahwa untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari
naksud pemberian tanda penghargaan ini, perlu dilaku
kan secara adil dan seksana, sehingga betul=-betul dI
verikan kepada nmereka yang berhak nenerimanya, perlll
nenetapkan Peraturan Daerah tontang Pemberian mTanda
Fenghargaan, :

Mengingat 1l.Undang-undang Nonmor 2 Tohun 1974 tentang Pokok~pokak
Penerintahan Di Daerch,

2.Undang=-undang Nomor 25 mghun 1959 tentang Pembéntuk—
an Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rokyat Daerah Propinsi Daerah -
Tingkat I sumatera Selatan, '

MEMUTUSEKATN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I SUMATERA SE

LATAN TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN .

EAB I .
EKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalon Peraturan Daerah ini yong dimpksud dengan

Q. ?ugruh adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera ge
atan . -

)
b. Penmerintah Daerah cdalah Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan :

:

c.Gubernur ..
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¢+ Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah

d.

€

Tingkat I Sumatera Selatan ;

Drang-orangfLembaguwlambugu/Budan-hudnnffnyasnn—yuxg
san yang berJasa adalah

l.Wargu Negara Republik Indonesia yang telah berjasa

bagl Daerah, Nusa dan Bangsa serta Negara Republik

Indonesia dalan bidang Ideologi, politik, ekononi,

sosial budoya, pertahanan keanonan, ilou pengetahu

an dan penbangunon yang secara etnils adalah orang-—

Sunatera Selatan, tanpa neuparﬂoalkan;nﬂnpErmaaalag
kan domisili dan tenpoat kolohirannya.

2.Warga Negara Republik Indonesia yang telah berjasa

dalan nemajukan dan mengharunkan nana Sunatera Se-
latan dalan bidang Ideologi, politik, ekonomi, so-
sial budaya, pertahanan keananan, ilnu pengetahuan
dan pembangunan tanpa nenmpersoalkan/menpernasalah-
kan domisili, asal-usul keturunan dan Daerahnya.

3.Bodan-badan, Lenbaga-lenbaga atau Iuynaan—yayasan—“

yang didirikan oleh Warga Negara Republik Indonesig
dan berdasarkaon Peraturan Perundang-undangan Peno
rintah Republik Indonesia yang telah berjasa dalan
nemajukan dan membangun Palembang atau Sunatera Se
latan dalan berbagai bidang dan sektor penbangunaf,

Ganpa mempersoalkan/mempernasalahkan diRana tenpat
kaduduknn{kantnrnyn. .

Badan Pertimbangan adalah Badan yang dibentuk  oleh
Guberrur Kepala Daerah yang personalianya terdiri da
ri unsur-unsur Pemerintah Daerah dan nasjarakat se=
perti Penumka Agana, Pemangku pdat, Tokoh rerjuangal.,
Ahli sejaroh, Cendikiawan dan lain-lain yang dirasa-
perlu, Fﬂnglﬁﬂ

Gubernur Kepala Daerch mengenai penberian tanda Pen

hargaan kepada Qrung—orangfLunhagﬂulenbaga/Bqdan—baa
dan/Yoyasan-yayasan yang berjasa.

rtugas nemberikan pertimbangan kepada

BAB II
FEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
Pasal 2

(1) Kepada Warga Negara Republik Indonesia, Badan-badan,

(2)

Lenbaga-lenbaga atau Yoyasan-yayasan sebagainana di
Daksud pada Pasal 1 huruf d angka 1 sanpai dengan=
3y yang telah menyumbangkah Josa=Jasa baktinya atau
analnya dalam memajukan dan nengharunmkan naoma Daeo-
rah Sunatera Selatan dan memenuhi syarat adninistra
tif, dlbgrlkan tanda penghargoan Pemerintah Daerah
berupa Piagam dan Hediah berupa Uang atau Lencana -

Lanbang Daerah yang peloksanaannya diatur oleh Gu-
bernur Kepala Daerah, '

Jasa-jasa bakti yang diberikan renghargaan oleh pe-

nerintah Daerah sebagaimana dimnksud ayat (1) Pasal

ini, adalah Jjasa-jasa bakti gtau amal dalan bidang-

Ideclogi, politik, ekononi, sosial budaya, pertahan
an keamanan, ilmu pengetahuan dan Peobangunan sesu=

ail dengan prestasinya klasifikasi atau sifatnya akan
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Jaerah.
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Pasal 3

Untuk penilaian Jasa Bakti atau anal kepada Daerah,Nusa dan
Bangsa serta Negara dalom bidang-bidang seperti dinaksud pa
da Pasal 1 ayat (2) untuk nenjadi orang-orang/lenbaga-lenba
ga/badan~badan/yayasan=yoyasan %ang berjasa tersebut harus
nenenuhi syarat-syarat sebagai berikut

A.Worga Negara Republik Indonesia
1.§urjiwu Pancasila dan Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha =
S 3
E.Tidaﬁ terlibat G.30.S/PKI atau bukan bekas anggota Par-

tal PKI atau Organisasi yang berofiliasi dengan PKI -
atau Orgonisasi terlarang lainnya;

5.Tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap Negara Re

publik Indonesia dan perjuangan Kemerdekaan Republik In
donesia;

“s+Sekurang-kurangnya telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun
bagi yang telah nmoninggal dunia, sedangkan yang mnasih
hidup berumur gelurang-kurangnya 50 (lina puluh) Tahun.

B.Badan-badan,Lembaga~-lembaga atau Yayasan-yayasan:
l.Borazaskan Papcasila

2.Tidak terlibat G+30.8/PKI atau bukan Organisasi yang be
rafiliasi dengan Partai torlarang PKT . ' -

¥
S.Terdaftar pada Instansi Pemerintah.

Pasal 4

(1) Tanda Penghargaan diberikan dengan Keputusan Gubernur -
Kepola Daerah berdasarkan usulan pernintaan orang-orang
flumbngg-lqnhqga/budan—budnn/yuyusan~guyusan yang berja
sa sendiri paupun atas usulan atau pernintaan pihak 1g=

in dengan persetujuan yang bersangkutan atau ahli waris
nya, Bﬂtolnh'nandangurkgn saran dan usul RBadaon Pertinba

n .

(2) T%&E penberian penghargaan disertai dengan penyerahan -
Piagan yang Denuat uralan singkat tentang alasan penbe~
rion pénghargoan tersebut. '

(3) Kepada urang-orangflonbugu-lenbugafbudan-badnnfyuyasan—
yayasan yang berjasa, dapat diberikan hadich berupa -
uang dan atau Lencana Lanbang Daerah yang pelaksanaannya
Jdiatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daoragh.

(4) Pelaksanaan renyeorahan Tanda Ponghargaan kepada orang-

orang/lembaga=-lonbaga boadan~badan/yayasan-yayasan an
berjasa dilakukan ofﬁﬁ Gubernur Kepala Daorah pada %nng

gal 17 Agustus atau tanggal lain yang diteitukan oleh =
Gubernur Kepala Daerah,

(5) Tanda Penghargaan kepada Badan, Lembaga atau Yayasan di
serahkan kepada Pengurus Badan, Lembaga atau Yayasan =
yang bersangkutan,

(&) Tanda Penghargaan dapat diberikan secara "Anunerta",

Pasal 5
Tata cara pengusulan/pernintaon dan penberian Tanda Ppe
: nghar
gaan digtur dengan Keputusan Gubornur Kepala Daerah, shar
BAB III
PENCABUTAN HAK TANDA PENGHARGAAN
Pasal 6

(1) gaxyutﬂs Tanda Penghargaan dicabut, apabila yang neneri
i} a3 -
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a. Tiduk laogl nemenuhi syarat-syarat sebagairana ter-
cantun dalan Pasal 3;

b. Dengan Keputusan Péngadilan yang tidak dapat diuocah
lagi, dikenakan Pidana Penjara yang lamanya 10 (se-
puluh) tohun atau lebihg

¢. Dengan Keputusan pPengadilan yang tidak dapat diubah
1a§i, dikenakan Pidana karcna sesuatu kejahatan ter
hadop Keamonah Negare,

d. Menjadi Anggota Orgunisasi terlarang menurut Peratu
ran Perundang-undangan yang berlaku;

©. Menmberontak terhadap Negara Republik Indonesia;
f. Kehilangan Kewoarganegaraan Republik Indonesiag

g+ Badan-badon, Lembaga-lembaga atau Yayasan-yayasan -
penerina dinyatakon sebogal Organisasi Terlarang -
oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(2) Pencabutan Tanda Penghargoon sebagainana %ang dinaksud
pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala
Duerah setelah mendengarkan saran dan usul Badan Pep-
tinbangan. \ ' = '

- 5 BAB IV

KETENTUAN PENERIMA WARIS TANDA

o g FPENGHARGAAN

Pasal 7

(1) Jika seorang yang berjasa yang akan diberikan penghar=-
goan telah meninggal dunia, tanda ﬁunghurgunn kopada =
orang yohg boriasa tefﬂﬁhﬂﬁ diberikan kepada Janda/Du-

da, Anak atau Ahli Warisnya yang syah menurut hukun -
yang berlaku,

(2) Urutan untuk pemberian tanda penghaorgaan kepada uhli =
waris orang=-orang yang berjasa aodaloh :

a. Derajat pertama kepada Janda atou puda dari grang-
yang berjasa .

)
b. Derajat kedua kepada Anak, apabila Janda atau Duda
dari orang-orang yang berjasa dimaksud tidak nda;

¢« Derajat ketiga kepada ahli warisnya yang lain apabi
la Janda/puda, Anaknya tidok ada sesuai menurut hu=
kun waris yang berl y artinya dapat diberikan ke-
pada derajat terdekat seperti ayah, ibu, saudara,cu
cu, clcit, dan seterusnya atou'kepada kemenakan annk
dari soudara dari orang berjasa tersebut,
hal nana bergantung kepada hukun yang berlaku terha
dap orang-orang yang berjasa atau keluarganya. -

Pasal 8

Jika seorang yang berjasa sobagaimana dimoksud dalam Puasal
7 ayat (1) meninggalkan fsteri lebih dari satu orang, Tan--
da Penghargaan diserahkon kopada Janda Isteri pertana atau

sterinya yang lain atas dasar persetujuan keluarganya dan
atau pertinbangan-pertinbangan lainnya.

Pasal G,.........
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI | SUM.SEL. SUMATERA SELATAN,

- L 1‘#5:-""

Pasal 9

Jika Janda/Duda, orang-orang yang berjasa menikah kenbali |

: 3 naka
Tanda Penghargaan diberikan kepada Anaknva atou ahli i z
yang lain yang ooh. ny A Warisnya

. BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Kepada orang-orang/lenbaga~lenbaga/badan-badan/
Yayasan-yavns-—-
ggiygn%uﬁerjasa yong pada saat berlakunya Peraturan Dgﬂgﬂh—
i te nendapat renghargaan berdasarkan Peraturan Perundang

undangan yang berlaku,diang iberi
: gop telah diberikan )
suai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. penghargaan s

BAB VI
KETENTUAN PENUTUE
Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan D
aerah ini,make Peraturan van
?ggggé&ibﬁggg&ﬁagguggggggiguun kepada crnng-nrung/lenbgéug
- N=yayasan yang berjasa ke a -
Sunatera Selatan yang pernah dikaluarkuﬁ aabglun iﬁﬁﬂd31~
nyatakan dicabut dan tidak berlaku logi. :
(2) Hal-hal yang belum diatur dalanm Poraturan Daerph ini, ae-

panjang pelaksanaann i :
Kepala Daerah, ¥a akan diatur kenmudian oleh Gubernur

(3) Segala biaya yang dibutuhkan unt '
uk penberian tanda eng-
hargaan kupudqzorung-ornng}lunhaga-lﬂmbagafbud&ﬁQEadgnﬂga

Jasan-yayasan yang berjosa tersebut dib ) =
garan Pendapatan dan Belanja Daerah. obankan kepada png

;o Pasal 12
Peraturan Daerah ipi mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
1

Agar setiap orang mengetahuin
: ya nmenerintahkan pe -
;ghpgratgraq Daerah %@i dengan penempatan dalan Leibgﬁzgdgﬂﬁ-
Topinsl Daergh Tingkat I Sumatera Selatan,—

PALEMBANG, 7 JANUART 1991.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |

KETUA,
dto

dto
H. RAMLI HASAN BASRI
H. ZAINAL ABIDIN NING

SERDASARKAY SURATWEm@RTl DAL AN NBGERT
TANGGAL: ©.4gustus 9lnouor: J377/Dit-Pen/V/1991.-

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UM :
UM DAN
DIREKTUR FEMBINAAN PEMERINTAHAN DE%%EE?I DAERA

(_DRS. DIADJAD )

DIUNDANGEKAN |
. DALAM LEMBARAN DAERAH. PROPINST DAERAH TK.I SUM.SEL.
NOMOR: ....J3..... -TA% ;L1991 SER D
PADA TANGGAL: 10, AgHSTRg. {941, SBRIE: - S

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
dto

H. M. ARUB, SH
NIP. 440 004 063




